KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR :  821.2/124/2003 

T E N T A N G

PENILAIAN/EVALUASI KINERJA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

	Membaca
	:
	Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengangkatan/ Penunjukan  dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.



	Menimbang
	:
	a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penilaian/evaluasi kinerja sebagai bahan pembinaan karier lebih lanjut;

b. bahwa pelaksanaan penilaian/evaluasi kinerja pejabat struktural dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.



	Mengingat
	:
	1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, TLN. Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


M E M U T U S K A N

	Menetapkan
	:
	

	PERTAMA
	:
	Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara optimal maka setiap pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah secara berkala dilaksanakan penilaian/evaluasi kinerja.



	K E D U A
	:
	Penilaian/evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali sejak pejabat yang bersangkutan memangku jabatannya. 



	K E T I G A
	:
	Hasil pelaksanaan penilaian/evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai salah satu bahan pembinaan karier lebih lanjut bagi pejabat struktural yang bersangkutan. 



	K E E M P A T 
	:
	Penilaian/evaluasi kinerja tersebut dilaksanakan oleh sebuah Tim Penilai (Asessor) yang akan dibentuk dan ditunjuk melalui Surat Perintah dengan menggunakan Pedoman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Instrumen Penilaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

 

	K E L I M A
	
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Jawa Tengah.



	K E E N A M
	
	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Sekjen di Jakarta;

2. Kepala BKN di Jakarta;

3. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;

4. Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Tengah di Semarang;

5. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang;

6. Para Asisten Sekda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;

7. Para Pimpinan Instansi Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah;

8. Para Kepala Biro pada Setda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;

9. P e r t i n g g a l.
Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal   10 Juni 2003

GUBERNUR JAWA TENGAH

M A R D I Y A N T O


Lampiran I
:  Keputusan Gubernur Jawa Tengah


  Nomor
:  821.2/124/2003


  Tanggal
:  10  Juni  2003

P E D O M A N

PENILAIAN/EVALUASI KINERJA PEJABAT STRUKTURAL

I.
PENDAHULUAN

A. UMUM

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kinerja Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pejabat struktural sebagai unsur pimpinan mempunyai peranan yang sangat penting untuk dapat mengaktualisasikan tugas dan tanggung jawab tersebut dalam program-program kerja. Selanjutnya pelaksanaan program-program kinerja tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada atasan maupun kepada publik.

Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program-program kerja tersebut perlu adanya evaluasi melalui sistem penilaian kinerja pejabat struktural yang obyektif, transparan dan adil yang menggambarkan  kinerja dari pejabat yang bersangkutan, serta dapat bermanfaat bagi pengembangan organisasi, penyempurnaan kondisi kinerja, peningkatan mutu dan hasil kerja.

Hal tersebut sejalan dengan paradigma pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dengan sistem karier dan prestasi kerja yang menitikberatkan pada sistem prestasi kerja, dimana kinerja seorang pejabat atau pegawai menjadi pertimbangan utama pengembangan kariernya.

Untuk menjamin obyektifitas penilaian maka perlu adanya parameter yang menggambarkan hasil pelaksanaan tugas secara nyata dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

B. D A S A R

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

II. TUJUAN PENILAIAN 

1. Untuk mengetahui sejauhmana kemampuan dan ketrampilan pejabat yang dinilai; 

2. Sebagai dasar bagi pengembangan dan perencanaan karier pejabat yang dinilai;

3. Sebagai bahan masukan bagi pejabat yang dinilai untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya;

4. Mendorong peningkatan kinerja pejabat yang dinilai.

III. ASPEK PENILAIAN DAN TOLOK UKUR 

Aspek penilaian kinerja pejabat struktural meliputi :

1. Prestasi Kerja;

2. Tanggung jawab;

3. Ketaatan;

4. Kejujuran

5. Kerjasama;

6. Prakarsa;

7. Kepemimpinan.

A.
Prestasi kerja

Yang dimaksud prestasi kerja adalah hasil yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pejabat yang dijabarkan dalam program kerja.

Tolok ukur yang digunakan meliputi :

1. Efisiensi (daya guna), yaitu penggunaan sumber daya (tenaga, biaya, waktu dan sarana/prasarana) untuk menyelesaikan program kerja. Untuk mengetahui tingkat efisiensi tersebut perlu digambarkan secara nyata proses pelaksanaan setiap program kegiatan dengan data kuantitatif;

2. Efektifitas (hasil guna), yaitu tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat efektifitas tersebut perlu digambarkan secara nyata hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan setiap program kegiatan data kuantitatif.

B.
Tanggung Jawab 


Yang dimaksud tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

Tolok ukur yang digunakan meliputi : Kecepatan, keberanian mengambil resiko, kepedulian.

C.
Ketaatan

Yang dimaksud ketaatan adalah kesanggupan seseorang pegawai/pejabat untuk mentaati segala peraturan per-Undang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan .

Tolok ukur yang digunakan meliputi : disiplin, kepatuhan, pelayanan .


D.  Kejujuran


Yang dimaksud kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai/pejabat dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya .

Tolok ukur yang digunakan meliputi : keikhlasan, penggunaan wewenang, kebenaran laporan.

E.   Prakarsa

Yang dimaksud kerjasama adalah kemampuan seorang pejabat/pegawai untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

F.
Prakarsa


Yang dimaksud prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai/pejabat untuk mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.



Tolok ukur yang digunakan meliputi : inisiatif, kreativitas, keberanian menyampaikan kritik/saran.

G.
Kepemimpinan  


Yang dimaksud kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai/pejabat untuk menyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

Tolok ukur yang digunakan meliputi : pengambilan keputusan, penguasaan tugas, ketegasan dan obyektivitas.


Selain hal di atas, disediakan kolom kriteria penilaian lain-lain yang berguna untuk menampung hal-hal yang yang belum tercakup dalam daftar pertanyaan yang bersifat temuan/masukan dari nara sumber/responden/penilai.  

V.
PELAKSANAAN PENILAIAN 


1. Penilaian

Penilaian meliputi :

a. Dari atas : Atasan langsung pejabat yang dinilai 

b. Dari samping : salah satu rekan sekerja pejabat yang dinilai (eselon yang sama pada bidang yang sama)

c. Dari bawah : salah satu pejabat eselon/staf dibawahnya langsung dari pejabat yang dinilai.

2. Dasar penilaian  

Aspek penilaian berbeda-beda sesuai kedudukan responden/nara sumber penilaian yaitu :

a. Penilaian dari atas didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok yang dijabarkan dalam program kerja dan pengamatan langsung kepada pejabat yang dinilai, meliputi aspek-aspek : prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, prakarsa dan kepemimpinan.

b. Penilaian dari samping didasarkan pada koordinasi pelaksanaan program kerja, meliputi aspek-aspek : tanggung jawab, kejujuran , prakarsa dan kepemimpinan.

c. Penilaian dari bawah berdasarkan pada kemampuan dalam menggerakkan segala sumber daya yang ada, meliputi aspek-aspek : tanggung jawab, kepemimpinan  dan kejujuran .
3. Instrumen Penilaian

Lembaran Pertanyaan berupa daftar yang memuat pilihan jawaban berdasarkan aspek-aspek yang dinilai sesuai wewenang masing-masing dalam memberikan penilaian.

4. Tata cara Penilaian

a. Penilaian dari atasan :

Atasan pejabat yang dinilai memberikan penilaian secara langsung pada aspek selain prestasi kerja.

b. Penilaian dari samping :

Pejabat penilai memberikan penilaian secara langsung pada aspek penilaian yang menjadi wewenang dan dituangkan dalam format penilaian.

c. Penilaian dari bawahan :

Masing-masing bawahan yang ditunjuk memberikan penilaian secara langsung pada aspek penilaian yang menjadi wewenangnya.

d. Hasil penilaian dari seluruh penilaian direkap oleh Tim yang ditunjuk dan dituangkan dalam daftar sebagai hasil penilaian, yang dilanjutkan ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan /disahkan 

5. Petunjuk Penilaian

1. Tim penilai/assesor mendatangi langsung Nara Sumber/responden di ruang kerja masing-masing atau dipanggil secara bergiliran dalam suatu ruangan yang ditentukan. Agar dihindari penilaian dalam waktu yang  bersamaan terhadap responden (atasan, rekan kerja, bawahan) karena jawaban responden bersifat rahasia.

2. Nilai :

Aspek penilaian diberi bobot nilai sebagai berikut :

	Nilai
	Scor
	

	A
	5
	Amat Baik

	B
	4
	Baik

	C
	3
	Cukup

	D
	2
	Kurang

	E
	1
	Amat Kurang


Pilihan jawaban dituangkan dalam lembar jawaban yang tersedia 

3. Kriteria penilaian lain-lain adalah hal-hal yang belum tertampung dalam daftar pertanyaan yang bersifat temuan/masukan dari Nara Sumber, meliputi :

a. Catatan kasus yang secara adminitratif telah diproses dan atau belum/tidak diproses tetapi diketahui oleh publik

b. Sikap/kepribadian (baik/buruk) 

Temuan/masukan tersebut dapat diungkap dengan pancingan pertanyaan dan hasilnya dituangkan dalam lembar yang tersedia

VI.  METODE PENILAIAN

1. Skor

Jawaban a 
:  skor 5 (Amat Baik)

Jawaban b 
:  skor 4 (Baik)

Jawaban c 
:  skor 3 (Cukup)

Jawaban d 
:  skor 2 (Kurang)

Jawaban e 
:  skor 1 (Amat Kurang)

2. Responden

A. Atasan

B. Rekan kerja

C. Bawahan

Nilai Total  =  A  +  B  +  C

3. Pertanyaan

	Kelompok
	Atasan
	Rekan Kerja
	Bawahan
	Jumlah

	A
	6
	-
	-
	6

	B
	6
	6
	6
	18

	C
	5
	-
	-
	5

	D
	3
	3
	3
	9

	E
	5
	5
	-
	10

	F
	3
	3
	-
	6

	G
	11
	11
	11
	33

	Jumlah
	39
	28
	20
	87


                 Peluang Tertinggi – Terendah         

Range  =  ----------------------------------------- 

                        Jumlah Klasifikasi                    

                (6 x 5) – (6 x 1)        24

RA       =  ---------------------- = ------ = 4,8

                           5                   5  

                (18 x 5) – (18 x 1)       72

RB       =  ------------------------ = ------ = 14,4

                            5                     5  

                 (5 x 5) – (5 x 1)        20

RC       =  ---------------------- = ------- = 4

                           5                    5  

                 (9 x 5) – (9 x 1)        36

RD       =  ----------------------- = ------ = 7,2

                           5                    5  

                (10 x 5) – (10 x 1)       40

RE       =  ------------------------ = ------ = 8

                            5                    5  

                 (6 x 5) – (6 x 1)        24

RF       =  ----------------------- = ------ = 4,8

                           5                    5  

               (33 x 5) – (33 x 1)        132

RG      =  ------------------------- = ------- = 26,4

                            5                     5  

                  (87x 5) – (87x 1)         348

R Tot    =  ------------------------- = ------ =  69

                             5                      5  

4. Klasifikasi Skor

	NO
	KELOMPOK
	KLASIFIKASI SKOR

	
	
	Amat Kurang
	Kurang
	Cukup
	Baik
	Amat Baik

	1
	Kelompok A 
	6 - 10
	11 - 15
	16 - 20
	21 - 25
	26 - 30

	2
	Kelompok B
	18 - 32
	33 - 47
	48 - 62
	63 - 77
	78 - 92

	3
	Kelompok C
	3 - 7
	8 - 12
	13 - 17
	18 - 22
	23 - 27

	4
	Kelompok D
	9 - 16
	17 - 24
	25 - 32
	33 - 40
	41 - 47

	5
	Kelompok E
	8 - 16
	17 - 25
	26 - 34
	35 - 43
	44 - 52

	6
	Kelompok F
	6 - 10
	11 - 15
	16 - 20
	21 - 25
	26 - 30

	7
	Kelompok G
	33 - 59
	60 - 86
	87 - 113
	114 - 140
	141 - 167

	8
	TOTAL
	87 - 156
	157 - 226
	227 - 296
	297 - 366
	367 - 436


GUBERNUR JAWA TENGAH

M A R D I Y A N T O

